
Pembangunan pedesaan di Indonesia 

merupakan strategi pemerintah untuk 

mengentaskan kemiskinan. desa memiliki 

peran penting dalam perekonomian nasional 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2014 yang memberikan 

otonomi desa untuk mengembangkan potensi 

SDM, SDA, teknologi, dan aspek kehidupan 

desa demi kesejahteraan masyarakat. Namun, 

banyak desa menghadapi tantangan 

keberlanjutan ekonomi akibat pengelolaan 

sumber data yang belum optimal, terbatasnya 

lapangan kerja, dan rendahnya pendidikan. 

Salah satu contohnya adalah Kota Ambon, ibu 

kota Provinsi Maluku, yang terdiri atas lima 

kecamatan: Nusaniwe, Sirimau, Leitimur 

Selatan, Teluk Ambon Baguala, dan Teluk 

Ambon. 

 Sustainable Development Goals 

(SDGs) adalah komitmen global dan 

nasional untuk menyejahterakan masyarakat 

melalui 4 (empat) pilar dan 17 (tujuh belas) 

tujuan pembangunan berkelanjutan, yang 

ditetapkan dalam Sidang Umum PBB pada 

25 September 2015. SDGs merupakan 

penyempurnaan dari MDGs dengan 

cakupan yang lebih luas, melibatkan lebih 

banyak negara, memperluas sumber 

pendanaan, menekankan HAM, serta 

mendorong partisipasi Ormas dan media, 

filantropi dan pelaku usaha, serta 

akademisi dan pakar. 

Kota Ambon menghadapi beberapa 

tantangan dalam mencapai Sustainable 

Development Goals (SDGs) Desa, teruta,a 

terkait keberlanjutan ekonomi. Beberapa 

isu utama yang menjadi sorotan adalah, 

dikutip dari tribun-maluku.com oleh 

Pewarta Ibek Melsasail (7 September 

2024), meskipun terdapat upaya untuk 

meningkatkan ekonomi lokal, 

pengangguran dan kemiskinan masih 

menjadi masalah signifikan di Kota 

Ambon. Data menunjukkan bahwa 
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kemiskinan terus menjadi tantangan utama, 

dengan tren peningkatan signifikan pada 

tahun 2023. Di lain sisi, terdapat 

ketimpangan ekonomi antara kecamatan di 

Kota Ambon, dengan beberapa daerah 

masih tertinggal dalam hal akses terhadap 

fasilitas dasar seperti air bersih, sanitasi, 

pendidikan, dan kesehatan. Hal ini 

menyebabkan sebagian masyarakat masih 

hidup di bawah garis kemiskinan 

(Pemerintah Kota Ambon, 2023). 

Lima kecamatan di Kota Ambon 

masih memiliki akses terbatas terhadap 

infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi 

yang layak, dan jalan yang memadai. 

Ketergantungan pada sumber daya alam dan 

ketidakseimbangan pembangunan 

infrastruktur sering menjadi hambatan 

dalam mencapai kualitas hidup yang lebih 

baik (Pemerintah Kota Ambon, 2023). 

Pemerintah Kota Ambon juga menghadapi 

defisit anggaran yang terus meningkat 

akibat penurunan pendapatan daerah dan 

peningkatan belanja operasional, yang 

membatasi kemampuan dalam membiayai 

program pembangunan yang mendukung 

SDGs Desa (BPK Ambon, 2025). Meskipun 

memiliki potensi sumber daya alam yang 

optimal, potensi tersebut belum 

dimanfaatkan secara maksimal untuk 

meningkatkan perekonomian lokal dan 

kesejahteraan masyarakat (Kementerian 

Keuangan Republik Indonesia, 2025) 

Menghadapi tantangan-tantangan 

tersebut, kehadiran Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) di Kota Ambon menjadi sangat 

penting. BUMDes adalah badan usaha yang 

didirikan oleh masyarakat desa untuk 

meningkatkan perekonomian melalui 

pengelolaan potensi lokal. Selain menjadi 

penopang ekonomi desa, BUMDes memiliki 

potensi besar dalam mendukung pencapaian 
SDGs. BUMDes dapat mengatasi 

pengangguran dan kemiskinan, mengurangi 

ketimpangan antarwilayah, serta 

meningkatkan infrastruktur dan kualitas 

hidup masyarakat desa melalui pengelolaan 

sumber daya alam yang berkelanjutan 

(Humanika, et al. 2023). 

Penelitian terdahulu menunjukkan 

bahwa BUMDes memiliki peran penting 

dalam mendukung pencapaian Sustainable 

Development Goals (SDGs) Desa, yang 

terdiri atas 17 tujuan dan 4 pilar utama: 

sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum 

dan tata kelola (Humanika, et al. 2023). 

Sejumlah studi menyatakan bahwa 

kehadiran BUMDes mampu mendukung 

pemenuhan akses air bersih dan sanitasi, 

pertumbuhan ekonomi yang merata, 

penurunan pengangguran, serta 

peningkatan kesejahteraan masyarakat 

desa (Nilawati & Harvitrananda, 2021; 

Yuliana & Alinsari, 2022; Mahfudhoh & 

Selfia, 2023; Muzhaqi, 2024; Siagian, et 

al. 2024). Penelitiaan lainnya juga 

menggarisbawahi bahwa BUMDes tidak 

hanya berperan sebagai penggerak 

ekonomi lokal, tetapi juga sebagai bagian 

dari strategi pembangunan desa yang 

berkelanjutan dan legalitas tata kelola yang 

baik (Hardinugroho & Nugraheni, 2024; 

Rahdiana, et al. 2024). 

Social enterprise adalah 

badan/organisasi atau perusahaan yang 

memakai strategi komersial guna 

meningkatkan kesejahteraan finansial, 

sosial, dan lingkungan, memaksimalkan 

profit serta dampak baik bagi setiap elemen 

usaha. Menurut Mair dan Marti, social 

enterprise berbeda dengan perusahaan 

konvensional karena mengoptimalkan nilai 

untuk tujuan sosial. Wawan Dhewanto 

menyebut social enterprise sebagai konsep 

di mana pengusaha menyesuaikan kegiatan 

mereka dengan tujuan menciptakan nilai 

sosial.  

Sustainable Development Goals 

(SDGs) merupakan komitmen global dan 

nasional hingga tahun 2030 yang disepakati 

oleh negara maju dan berkembang dalam 
Sidang Umum PBB pada 25 September 

2015. SDGs bertujuan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas 

hidup manusia serta menanggulangi 

kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan 

dasar, pembangunan sarana dan prasarana 

desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, 

dan pemanfaatan sumber daya alam secara 
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berkelanjutan. UU No. 6 Tahun 2014 tentang 

Desa menegaskan bahwa pembangunan desa 

harus memenuhi kebutuhan saat ini tanpa 

mengorbankan generasi masa depan. 

Tujuan dan sasaran SDGs Desa 

terbagi dalam 4 pilar besar untuk mewujudkan 

pembangunan berkelanjutan. Pilar pertama 

adalah Pembangunan Sosial, di antaranya 

SDGs Desa 1 yang menargetkan penghapusan 

kemiskinan dalam segala bentuk. Fokus 

utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat desa, memperluas akses terhadap 

layanan dasar, serta menciptakan kemandirian 

ekonomi, SDGs Desa 2 menyoroti 

penghapusan kelaparan dan kekurangan gizi, 

serta pembangunan pertanian berkelanjutan. 

Ini mencakup dukungan terhadap petani, 

penguatan ketahanan pangan, dan distribusi 

pangan yang lebih adil. Selanjutnya, SDGs 

Desa 5 menekankan pentingnya keterlibatan 

perempuan dalam pembangunan desa. 

Tujuannya mencakup penghapusan 

diskriminasi, partisipasi dalam bidang sosial, 

ekonomi, dan politik serta penghapusan 

kekerasan terhadap perempuan. Piar kedua 

adalah Pembangunan Ekonomi, di antaranya 

SDGs Desa 8 untuk pertumbuhan ekonomi 

desa yang merata melalui penciptaan 

lapangan kerja dan pemberdayaan UMKM. 

SDGs Desa 9 mengarah pada pembangunan 

infrastruktur yang sesuai kebutuhan dasar 

serta mendorong inovasi desa yang 

mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses 

terhadap layanan penting.  

Selanjutnya,Pilar Pembangunan 

Lingkungan, diwakili oleh SDGs Desa 14 dan 

15. SDGs Desa 14: Desa Peduli Lingkungan 

Laut bertujuan menjaga ekosistem laut dan 

pesisir melalui pengelolaan perikanan 

berkelanjutan, pengurangan pencemaran, dan 

pengembangan ekonomi berbasis ekowisata. 

Ini penting bagi negara maritim seperti 
Indonesia untuk menjamin kesejahteraan 

masyarakat pesisir. SDGs Desa 15: Desa 

Peduli Lingkungan Darat menyoroti 

pentingnya menjaga tanah, air, udara, dan 

seluruh sumber daya alam di darat yang 

menjadi penopang utama kehidupan manusia. 

Sementara itu, pilar terakhir Hukum dan Tatat 

Kelola yaitu SDGs Desa 16: Desa Damai 

Berkeadilan, tujuan ini berfokus pada 

terwujudnya desa yang damai, aman, dan 

berkeadilan sebagai bagian dari 

pembangunan berkelanjutan yang inklusif.  

BUMDes bertujuan untuk 

menciptakan lapangan kerja, mengurangi 

pengangguran, dan mendorong 

pertumbuhan ekonomi lokal melalui usaha 

mikro, kecil, dan menengah. Selain itu, 

BUMDes juga mendorong partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan desa, serta 

memperkuat kerja sama antar desa dengan 

pemerintah, sektor swasta, dan lembaga 

keuangan. Pengelolaan BUMDes diatur 

dalam UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 

2020 yang memberikan legitimasi hukum 

dan ruang usaha yang luas. 

Secara lebih luas, BUMDes 

memiliki peran strategi dalam mendukung 

pencapaian empat pilar SDGs Desa: 

ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola. 

Dalam aspek ekonomi, BUMDes berfungsi 

sebagai penggerak pertumbuhan desa 

melalui penciptaan peluang usaha dan 

peningkatan pendapatan warga. Dalam 

aspek sosial, BUMDes memperkuat 

partisipasi dan tanggung jawab warga dalam 

pembangunan.  

BUMDes juga dapat mengelola 

berbagai jenis usaha, seperti usaha sosial 

(pelayanan publik), usaha keuangan 

(permodalan), penyewaan, perantara jasa, 

produksi dan perdagangan , hingga usaha 

holding (induk dari unit usaha desa). Jenis-

jenis usaha ini menunjukkan fleksibiltas dan 

luasnya cakupan BUMDes dalam menjawab 

kebutuhan ekonomi dan sosial masyarakat 

desa. Dengan demikian, BUMDes menjadi 

instrumen penting dalam memperkuat desa 

sebagai entitas yang mandiri, berkelanjutan, 

dan berdaya saing. 

Pengelolaan BUMDes dalam rangka 
mendukung tercapainya Sustainable 

Development Goals (SDGs) Desa memiliki 

potensi besar untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat desa, namun 

pelaksanaannya memerlukan evaluasi yang 

efektif serta peningkatan partisipasi 

masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan. 

Evaluasi terhadap kontribusi BUMDes 
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dalam mendukung SDGs Desa sangat penting 

agar masyarakat, pemerintah desa, dan 

pemangku kepentingan lainnya dapat 

memahami sejauh mana perencanaan dan 

pelaksanaan program BUMDes berdampak 

terhadap pembangunan desa yang 

berkelanjutan (Humanika, et al. 2023; 

Nilawati & Harvitrananda, 2021). 

 

METODE 

 Penelitian ini menggunakan 

pendekataan kualitatif dengan metode 

deskriptif, yang bertujuan untuk memahami 

dan menggambarkan secara rinci fenomena 

sosial di lapangan. Pendekatan ini 

memungkinkan peneliti mengeksplorasi 

konteks, kompleksitas, serta subjektivitas 

objek penelitian, khususnya berkaitan dengan 

pengelolaan dan dampak BUMDes. Data 

dikumpulkan bukan melalui statistik, tetapi 

melalui pemahaman mendalam atas informasi 

dari para informan. 

 

HASIL  

Peran BUMDes dalam Mewujudkan Pilar 

Pembangunan Sosial 

  BUMDes di wilayah kota Ambon 

telah mengembangkan berbagai unit usaha 

yang berkontribusi langsung terhadap 

pengurangan kemiskinan. rincian jumlah unit 

usaha yang dikelola oleh masing-masing 

BUMDes disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 1. BUMDes di Kota Ambon 
Kecamata

n 

BUMDes Jumla

h Unit 

Usaha 

Jenis Usaha 

Nusaniwe Gideon 

Nusaniwe 

Sakti 

(2022) 

2 • Pariwisata 

Paralayang 

• Pertanian 

(Pisang, 

Pepaya, dan 

ubi-ubian) 

Sirimau BUMDes 

Rurehe 

(2018) 

8 • Penyewaan 

Lapangan 

• Laundry 

• Agen BNI’46 

• Mitra Bulog 

Lanjutan 

• Turnamen 

Rurehe Cup 

III 

• Pengembanga

n Wisata Air 

• Pengembanga

n Wisata 

Kuliner (Boot 

Jualan) 

• Keramba 

Apung 

Leitimur 

Selatan 

Rajunohitipor

i 

(2018) 

6 • Distribusi 

Barang 

Bangunan & 

Sembako 

• Penangkapan 

Ikan 

• Agen BRI 

• Perkebunan 

Hidroponik 

• Kemitraan 

UMKM 

dengan warga 

• Tempat Foto 

Copy 

Teluk 

Ambon 

Teluk 

Ambon 

Baguala 

Waipipi 

(Revitalisasi 

2022) 

4 • Pinjaman 

Modal Usaha 

• Keramba Ikan 

• Toko Mebel 

& Material 

• Transportasi 

Ojek 

Teluk 

Ambon 

Waisarot 

(2018) 

3 • Budidaya Ikan 

• Agen Mandiri 

• Toko 

Sembako & 

ATK. 

Sumber: Data diolah, 2025 

  Dari tabel di atas, dapat dilihat 

bahwa setiap BUMDes memiliki unit usaha 

yang berbeda-beda sesuai dengan potensi 

413ocal yang ada di desa masing-masing. 

Hal ini menunjukkan bahwa setiap desa 

yang ada di kecamatan kota Ambon 

memiliki strategi yang unik dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

  Berikut adalah persentase warga 

miskin yang mendapatkan manfaat dari unit 

usaha BUMDes: 

Tabel 2. Persentase Warga Miskin yang 

Mendapat Manfaat dari Usaha BUMDes 
BUMDes Jumlah Warga 

Miskin yang 

Mendapat 

Manfaat 

Persentase 

Gideon Nusaniwe 

Sakti 

3 KK pemilik 

kios, pekerja 

tukang bangunan 

dan kebersihan 

sebanyak 25 

warga, dan tenaga 

kerja di unit usaha 

BUMDes 9 warga 

(warga msikin 31 

KK) 

94% 

Rurehe Seluruh warga 

desa mendapatkan 

manfaat melalui 

PAD (40 KK 

warga miskin 

semuanya dapat 

bantuan) 

100% 

Rajunohitipori 14 KK warga 

miskin desa 

mendapat 

100% 
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pekerjaan di 

BUMDes 

Waipipi 140 KK dari 150 

warga miskin 

mendapatkan 

akses modal usaha 

93% 

Waisarot 61 KK penerima 

BLT semua 

mengambil 

bantuan di 

BUMDes 

100% 

Sumber: Data diolah, 2025 

  Dari tabel di atas, terlihat total jumlah 

warga miskin yang mendapat manfaat dari 

kehadiran BUMDes telah memberikan 

dampak signifikan terhadap pengurangan 

kemiskinan melalui berbagai mekanisme, 

baik secara langsung melalui pemberian 

modal usaha maupun secara tidak langsung 

melalui penciptaan lapangan kerja. 

  BUMDes juga memiliki peran dalam 

mendukung masyarakat miskin melalui 

bantuan pangan atau kebutuhan pokok. Dalam 

perspektif teori ekonomi kesejahteraan, Sen 

(1999) menyatakan bahwa akses terhadap 

kebutuhan dasar seperti pangan dan layanan 

sosial merupakan bagian penting dalam 

meningkatkan kapabilitas masyarakat. 

Tabel 3. Jumlah Warga Miskin yang 

Menerima Bantuan dari BUMDes 
BUMDes Jumlah Penerima 

Bantuan/Kepala Keluarga 

(KK) 

Gideon Nusaniwe 

Sakti 

34 

Rurehe 40 

Rajunohitipori 14 

Waipipi 140 

Waisarot 61 

Sumber: Data diolah, 2025 

  Pada tabel ini, per Kepala Keluarga 

(KK) mendapatkan bantuan dari BUMDes 

bervariasi. Beberapa BUMDes langsung 

memberikan bantuan kepada warga miskin, 

semntara yang lain menyetor keuangan ke 

desa untuk dikelola lebih lanjut. 

  BUMDes telah berkontribusi dalam 

menciptakan ekonomi yang lebih inklusif 

dengan menyediakan akses keuangan, 

peluang usaha, serta program ketahanan 

pangan. Dengan peningkatan PAD desa dan 

investasi dalam unit usaha yang 

berkelanjutan, BUMDes membantu 

menciptakan fondasi ekonomi yang lebih 

stabil bagi masyarakat desa. 

  Berdasarkan data dari lima BUMDes 

yang diteliti, seluruh warga di empat desa 

mendapatkan akses terhadap pangan sehat 

dan bergizi melalui program-program 

BUMDes, sementara di satu desa, cakupan 

akses mencapai 80% warga. Data ini 

ditampilkan dalam tabel berikut: 

Tabel 4. Persentase Warga yang 

Mendapatkan Akses Pangan 
BUMDes Persentase Warga yang 

mendapatkan Akses Pangan 

Gideon Nusaniwe 

Sakti 

100% 

Rurehe 100% 

Rajunohitipori 100% 

Waipipi 80% 

Waisarot 100% 

Sumber: Data diolah, 2025 

  Dari tabel di atas, terlihat bahwa 

sebagian besar masyarakat telah 

mendapatkan akses pangan melalui 

intervensi BUMDes. BUMDes yang 

memiliki cakupan di bawah 100% faktor 

kendalanya hanya 20% nya belum 

mengetahui keberadaan unit usaha BUMDes 

saja. BUMDes juga telah berkontribusi 

secara signifikan dalam meningkatkan 

kesejahteraan perempuan di desa, baik 

melalui peningkatan pendapatan, perubahan 

sosial, maupun kemandirian ekonomi. 

Dengan adanya dukungan berkelanjutan, 

perempuan dapat lebih berdaya dalam 

berbagai aspek kehidupan, yang pada 

akhirnya berkontribusi pada pembangunan 

desa yang inklusif dan berkelanjutan. 

Tabel 5. Persentase Perempuan yang 

Bekerja dalam Usaha BUMDes 
BUMDes Persentase 

Gideon Nusaniwe Sakti 44% 

Rurehe 46% 

Rajunohitipori 67% 

Waipipi 67% 

Waisarot 33% 

Sumber: Data diolah, 2025 

 

Peran BUMDes dalam Mewujudkan Pilar 

Pembangunan Ekonomi 

  Keberadaan BUMDes di desa-desa 
yang diteliti oleh peneliti telah memberikan 

kontribusi nyata terhadap pertumbuhan 

ekonomi desa/negeri, dengan dampak yang 

beragam: 

1)  Kecamatan Nusaniwe – Negeri 

Nusaniwe: Pariwisata menjadi sektor 

dengan pertumbuhan paling pesat 
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karena minat wisatawan yang tinggi 

2)  Kecamatan Sirimau – Desa Galala: 

Kontribusi PAD dari BUMDes telah 

membantu menurunkan jumlah warga 

miskin dari 71 menjadi 40 orang. Selain 

itu, lapangan kerja semakin banyak 

tercipta serta akses keuangan lebih 

mudah melalui Agen BNI’46 

3)  Kecamatan Leitimur Selatan – Negeri 

Rutong: Terdapat empat dampak utama 

dari BUMDes, yaitu: (1) kontribusi PAD 

Rp 100.000.000,- lebih ke desa, (2) 14 

KK miskin mendapatkan pekerjaan, (3) 

peningkatan kemandirian ekonomi 

perempuan, dan (4) perluasan pasar 

produk lokal serta akses keuangan lebih 

mudah melalui Agen BRI 

4)  Kecamatan Teluk Ambon Baguala – Desa 

Nania: Memberikan akses permodalan 

kepada 140 KK miskin (130 di antaranya 

adalah perempuan), mendampingi 16 

usaha mebel yang mempekerjakan 32-48 

tukang dari kelompok miskin, serta 

menyumbangkan hampir Rp 15.000.000,- 

ke PAD desa 

5)  Kecamatan Teluk Ambon – Desa Hunuth: 

Menyediakan akses keuangan lebih 

mudah melalui Agen mandiri. Namun 

pertumbuhan ekonomi saat ini masih 

terbatas karena unit usaha yang ada lebih 

banyak pada kebutuhan pokok, sementara 

sektor pertanian baru berjalan 

  BUMDes tidak hanya berperan 

sebagai unit usaha desa, tetapi juga sebagai 

fasilitator ekonomi lokal yang 

menghubungkan masyarakat dengan berbagai 

pihak eksternal. Kemitraan yang telah dijalin 

oleh BUMDes memiliki dampak signifikan 

terhadap pengembangan ekonomi desa. 

Peran BUMDes dalam Mewujudkan Pilar 

Pembangunan Lingkungan 

  BUMDes di kota Ambon berperan 
dalam mendukung nelayan lokal baik melalui 

penyediaan bibit, pemasaran, maupun akses 

terhadap pasar yang lebih luas. Berikut adalah 

jumlah nelayan yang mendapat manfaat dari 

unit usaha BUMDes: 

Tabel 6. Nelayan yang Terlibat Usaha 

BUMDes 
BUMDes Jumlah 

Rurehe 10 orang 

Rajunohitipori 25 orang 

Waipipi 2 orang 

Waisarot 23 orang 

Sumber: Data diolah, 2025  

Pengelolaan sumber daya laut oleh 

BUMDes di kota Ambon telah berkontribusi 

dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan menjaga keberlanjutan 

ekosistem laut. Meskipun masih ada 

tantangan dalam pengelolaan usaha berbasis 

perikanan, peran BUMDes dalam distribusi 

hasil laut, pengembangan budidaya ikan, 

serta pemberdayaan nelayan lokal 

merupakan langkah positif menuju ekonomi 

desa yang lebih berkelanjutan. 

Peran BUMDes dalam Mewujudkan Pilar 

Hukum dan Tata Kelola 

  Melalui kebijakan dan program yang 

inklusif, BUMDes dapat membantu 

mencegah ketimpangan sosial serta 

mengurangi potensi konflik akibat 

ketidakadilan ekonomi. 

  BUMDes di berbagai desa telah 

menjalankan kebijakan dan program yang 

secara langsung maupun tidak langsung 

mendukung kesetaraan sosial dan keadilan 

bagi semua warga desa. Berikut beberapa 

inisiatif yang telah diterapkan: 

▪ Akses Keuangan dan Peluang Usaha 

1. BUMDes Gideon Nusaniwe Sakti: 

Menyediakan akses usaha bagi 

petani, pelaku UMKM, dan pekerja 

wisata, serta meningkatkan akses 

terhadap pasar digital dan promosi 

usaha. 

2. BUMDes Rurehe: Memberikan 

dukungan bagi UMKM dan pelaku 

usaha kecil, serta bantuan pangan 

bagi masyarakat kurang mampu. 

3. BUMDes Rajunohitipori: 

Menerapkan kebijakan kesempatan 

kerja bagi warga miskin dan 

pemberdayaan perempuan melalui 

kemitraan UMKM. 

4. BUMDes Waipipi: Menyediakan 

pinjaman modal usaha bagi 

kelompok rentan, termasuk 

perempuan pelaku usaha kecil dan 

keluarga miskin. 

5. BUMDes Waisarot: Meskipun tidak 
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memiliki program khusus, kebijakan 

yang diterapkan memungkinkan 

semua warga mendapatkan akses 

yang sama terhadap layanan 

keuangan, peluang usaha, dan 

ketahanan pangan. 

▪  Penyediaan Lapangan Kerja 

▪ Kontribusi terhadap Pendapatan Asli 

Desa (PAD) dan Program Sosial 

  Ketimpangan sosial dan ketidakadilan 

ekonomi sering menjadi penyebab utama 

konflik di masyarakat. Dengan memastikan 

distribusi sumber daya yang adil, BUMDes di 

kota Ambon telah berperan aktif dalam 

mencegah konflik yang disebabkan oleh 

kesenjangan ekonomi. Beberapa strategi yang 

diterapkan: 

a) Pemberdayaan ekonomi bagi 

masyarakat miskin, sehingga tidak ada 

kelompok yang merasa tertinggal. 

b) Distribusi pangan yang merata, 

memastikan akses terhadap kebutuhan 

pokok bagi semua warga. 

c) Peningkatan akses keuangan, terutama 

bagi kelompok yang sebelumnya sulit 

mendapatkan pinjaman modal. 

  Keberadaan BUMDes telah 

memberikan dampak signifikan dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 

menjaga stabilitas sosial di desa. Melalui 

berbagai program yang diterapkan, BUMDes 

tidak hanya mendorong pertumbuhan 

ekonomi lokal tetapi juga membantu 

menciptakan lingkungan yang lebih aman dan 

harmonis. Dengan meningkatnya 

kesejahteraan dan berkurangnya kesenjangan 

ekonomi, potensi konflik sosial dapat ditekan, 

sehingga desa dapat berkembang secara 

berkelanjutan. 

 

PEMBAHASAN 

  Penelitian ini mengidentifikasi dan 

menganalisis peran BUMDes di lima 

kecamatan Kota Ambon dalam mendukung 

pencapaian empat pilar SDGs Desa, yaitu 

sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan 

tata kelola. Temuan lapangan menunjukkan 

bahwa masing-masing BUMDes telah 

memainkan peran strategis yang disesuaikan 

dengan potensi dan kebutuhan lokal desa 

masing-masing. 

  Aspek ini sangat relevan dengan 

teori kapabilitas dari Amartya Sen (1999), 

yang menekankan bahwa kesejahteraan 

manusia tidak semata-mata ditentukan oleh 

pendapatan, tetapi oleh kemampuan untuk 

mengakses sumber daya dasar kehidupan. 

  Keterbatasan infrastruktur dan dana 

operasional, pendekatan berkelanjutan yang 

diterapkan menunjukkan bahwa BUMDes 

telah menyadari pentingnya menjaga 

keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi 

dan pelestarian lingkungan, sebagaimana 

dikemukakan dalam konsep pembangunan 

berkelanjutan oleh Brundtland Report 

(1987). 

  Keberadaan BUMDes juga terbukti 

dapat meredam potensi konflik sosial yang 

sering kali muncul akibat ketimpangan 

ekonomi. Ketika akses terhadap sumber 

daya dan peluang usaha didistribusikan 

secara adil, kohesi sosial akan terjaga, dan 

stabilitas desa dapat dipertahankan. Ini 

sejalan dengan teori pembangunan 

komunitas dari Chambers (1993) yang 

menekankan pentingnya partisipasi 

masyarakat dalam merancang masa depan 

desa mereka sendiri. 

 

SIMPULAN  

 BUMDes di lima kecamatan Kota 

Ambon yaitu: Kecamatan Nusaniwe 

BUMDes Gideon Nusaniwe Sakti, 

Kecamatan Sirimau BUMDes Rurehe, 

Kecamatan Leitimur Selatan BUMDes 

Rajunohitipori, Kecamatan Teluk Ambon 

Baguala BUMDes Waipipi, dan Kecamatan 

Teluk Ambon BUMDes Waisarot telah 

berperan penting dalam mendukung 

pencapaian SDGs Desa melalui berbagai 

pilar pembangunan. Dalam aspek sosial, 

BUMDes berkontribusi pada pengentasan 
kemiskinan, ketahanan pangan, dan 

pemberdayaan perempuan. Di bidang 

ekonomi, BUMDes mendorong 

pertumbuhan ekonomi lokal, pembangunan 

infrastruktur sesuai kebutuhan desa, serta 

menjalin kemitraan strategis untuk 

mendukung pembangunan berkelanjutan. 

Dari sisi lingkungan, beberapa BUMDes 



Analisis Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Mewujudkan Sustainable Development 

Goals (SDGs) Desa Di Kota Ambon  

(Nur ‘Ain Unsari Wattiheluw; Linda Grace Loupatty) 

Jurnal Akuntansi Kompetif, ISSN:2622-5379 

Vol. 8, No. 2, Mei 2025 

417 

menjalankan inisiatif seperti penghijauan, 

pengelolaan sumber daya laut secara 

berkelanjutan, dan pengembangan ekowisata 

berbasis konservasi. Hal ini menunjukkan 

komitmen terhadap kelestarian lingkungan 

laut dan darat. Sementara itu, dalam hal 

hukum dan tata kelola, BUMDes telah 

membantu menciptakan sistem pemerintahan 

desa yang lebih transparan, inklusif, serta 

memperluas akses masyarakat terhadap 

pelayanan keuangan formal. Secara 

keseluruhan, BUMDes tidak hanya 

meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan 

ekonomi, tetapi juga memperkuat kohesi 

sosial dan stabilitas desa. Hal ini sejalan 

dengan tujuan SDGs Desa untuk emnciptakan 

desa yang damai, adil, dan berkelanjutan 
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